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Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling
menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi dan pembangunan kesehatan
bangsa, pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (20-03-
2023) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, masing-masing yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Dr, dr. Imam Susilo, Sp.PA(K)., FISCM., MIAP.
Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
yang diangkat berdasarkan Keputusan Reltor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor
695 TT2/HE.00.01/2023 pada tanggal 16 Maret 2023, karena jabatannya bertindak untuk
dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. dr. Abdurrahman, Sp An-TL, M.Ked.Klin.
Selaku Direktur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada kota Surabaya yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01.124/SKADAF/VI2022  tanggal 12 juni 2022
tentang Pengangkatan direktur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada, yang berkedudukan
di Wisata Bukit Mas II blok RF no 11, F no 10, Surabaya dan karena jabatannva bertindak
untuk dan atas nama Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan

PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian ketjasama dalam rangka Penyelenggaraan

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Klinik Utama Rawat Inap Idaf
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Husada sebagai Wahana Pendidikan PIHAK KEDUA (selanjuinya disebut Perjanjian Kerja
Sama) dengan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal berikut ini:

BABI
DEFINISI

Pasal 1

Dalam rangka pemshaman dan pengertian yang sama di antara PARA PIHAK terhadap
berbagai istilah yang dipergunakan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, dan supaya tidak
menimbulkan penafsiran vang berbeda satu sama lain, di bawah ini diberikan definisi atau
batasan atas beberapa istilah sebagai berikut:

L

i

10.

1.

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat oleh Klinik Utama Rawat Inap
Idaf Husada dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dalam hal Penyelenggaraan
Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat,

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu perguruan tinggi
negeri badan hukum (PTNBH) vang terletak di Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS.
Misi dari ITS adalah memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
kesejahterasn masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada adalah Klinik Utama yang memiliki izin
operasional sebagai klinik utama (swasts) dengan nomor izin 503.445/KLINIK
SWASTA/184-KURLP/436.7.2/VIL2022 pada tanggal 13 Juli 2022,

Rektor ITS adalah pimpinan tertinggi di ITS.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS adalah pimpinan tertinggi di fakultas

kedokteran dan Kesehatan [TS
Penanggung Jawab-Direkiur Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada adalah jabatan

struktural tertinggi di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada yang berfungsi sebagai
penanggung jawab pelayanan kesshatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di Klinik
Utama Rawat Inap [daf Husada.

Pendidikan adalah proses pembelajaran (Teori dan Praktek) mahasiswa Program Studi
Sarjana Teknologi Kedokteran dengan menggunakan fasilitas tenaga pengajar dan
laboratorium atan fasilitas lainnya di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada.

Penelitian adalah investigasi yang sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis mengenai
suatu fenomena yang menjadi perhatian dalam pengambilan keputusan di bidang
kedokteran,

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas academica yang memanfaatkan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mahasiswa adalah peserta didik yang tercatat dan melakukan perkuliahan di ITS yang
menjalankan pendidikan di rumah sakit pendidikan.

Dosen adalah pendidik professional yang bertanggung-jawab memberikan pembelajaran
dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan silabus mata kuliah.
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12. Laboratorium adalah sarana perkuliahan dan praktikum mahasiswa dalam bentuk
fasilitas ruangan, bahan, modul, dan peralatan penunjang.

13. Kurikulum adalsh sustu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan
pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam penyelenggaraan
kegiatan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

BAB 11
DASAR HUKUM

Pasal 2

Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanasan PERJANIIAN KERJA SAMA ini adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943

2. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang — Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301};

4. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431}

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

7. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9, Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3336);

10. Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3434);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
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Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil); Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50070);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5777) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi
Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik;
Peraturan Menteri Keschatan Nomor 512MENKES/PER/IV/2007 tentang lzin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 147/ MENKES/PER/1/2010 tentang Perizinan Rumah
Sakit;

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340MENKES/PER/MI2010 tentang Klasifikasi

Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Keschatan Nomor 1333/MENKES/SKY XI1/1999 tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

Keputusan Menteri Kesehatan BRI No. HE.02 02/MENKES/390/2014 tentang Rumah Sakit
Rujukan Nasional,

Keputusan Rektor ITS Nomeor 2032/1T2/HK.00.01/2019 Tahun 2019 tanggal 10 Juni
tentang Pengangkatan Wakil Rektor | Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Peraturan Akademik Untuk Program Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019

4

(e ]

vk keous (B




30.

3,

32.

33,

34.

33,

Eebalgn'rmm telah diubah terakhir dengan perubahan PERTAMA dalam Peraturan Rekior
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2021;

Keputusan  Rektor  Instint  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Nomor
BOS/IT2ZT/HK.00.01/2022 pada tanggal 09 Juni 2022 terkait Pembukaan Program Studi
Teknologi Kedokteran;

Keputusan  Rektor  Institt  Teknologi  Sepuluh  Nopember — Nomor
398/T2T/HK.00.01/2023 pada tanggal 10 Maret 2023 terkait Perubahan Keputusan
Pembukaan Program Studi Teknologi Kedokteran:

Keputusan  Rektor  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Nomor
611/IT2T/HK.00.01/2023 pada tanggal 13 Maret 2023 terkait Program Studi di
Lingkungan Fakultas Kedokieran dan Kesehatan;

Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 695/1T2/HK.00.01/2023
pada tanppal 16 Maret 2023 terkait Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran dan
Kesehatan Institut Teknologi Sepuluh Nopember:

Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 terkait
Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 14 Tahun 2022 terkait
Perubshan atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepulub Nopember Nomer 25 Tahun

2019 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember,

BAB 111
ASAS

Fasal 3

Asas yang menjadi prinsip atau dasar pelaksanaan PERJANIIAN KERJA SAMA ini adalah
asas kesetaraan, asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan dan asas kemanfaatan, asas
co-eksistensi, dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TUJUAN

Pasal 4

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk:

1. menvelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjamin terselenggaranya Tri Dharma

Perguruan Tinggi vang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
yang hermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
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Z. memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, mahasiswa, dosen, subjek
penelitian bidang keperawatan dan kebidanan serta kesehatan lain, peneliti,
penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan

3. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara
terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien, guna pencapaian tujuan masing-

masing PIHAK.

4. meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian

PARA PIHAK.

BABV
RUANG LINGKUP

Paszal 5

Perjanjian Kerjasama para pihak dibuat untuk melingkupi kegiatan di bidang/program
pendidikan, penelitian, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat yang

dilakukan di PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENDIDIKAN

Pendidikan yang dimaksud pada Pasal § adalah pelaksanaan kegiatan perkuliahan, praktikum,
magang, internship, pembimbingan dalam tugas kuliah atan pembimbingan dalam Tugas Akhir
mahasiswa vang pada sebagian pertemuan diselenggarakan dan bertempat di PIHAK

KEDUA.

Pasal 7
PENELITIAN

Penelitian yang dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian
bersama antara dosen di lingkungan klinik dengan mahasiswa atau Dosen dari PTHAK
PERTAMA, co-authorship dalam publikasi ilmiah, atan kerjasama penelitian lainnya di antara

PARA PIHAK.

Pasal §

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian masyarakat yang dimaksud pada Pasal 5 adalah kegiatan memanfaatkan atan
menerapkan [lmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Kedokteran dan Kesehatan.
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BAB VI
TANGGUNG JAWAR BERSAMA

Pasal 9

PARA PIHAK mempunyai tanggung jawab bersama untuk mengarahkan Perjanjian
Kerja Sama untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masvarakat;

Tanggung jawab bersama PARA PTHAK dalam perjanjian kerjasama ini juga meliputi:

8. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada mahasiswa yang telah
disesuaikan dengan pelayanan bidang kedokteran;

b. Secara bersama-sama menyusun target pembelajaran;

Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstuktur dan berimbang;

d. Bekerjasama dalam menyediskan saranm, prasarana, dan dukungan unmuk
pendidikan, penelitian, pelayanan Keschatan, dan pengabdian kepada masyarakat
sesuai ketentuan perundang-undangan;

e. Secara bersama-sama menetapkan sistem penyelenggarasn pendidikan terutama
lentang penghargaan dan sanksi bagi semua PIHAK vang terlibat (staf
medik/dosen/pendidik, staf nonmedis, dan mahasiswa), maupun batasan
kewenangan prosedur medis vang dapat dilakukan oleh mahasiswa,

f. Melakukan evaluasi pembelajaran klinik secara jelas dan objektif:

g. Melakuksn monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka
penyempurnaan dan perbaikin sistem pendidikan klinik;

Setiap program pendidikan yvang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA di PIHAK
KEDUA, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan PARA PIHAK;

Setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan PARA PIHAK di lingkungan PIHAK
KEDUA, harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yang disusun oleh PARA PIHAK
dan kebijakan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada ;

PARA PIHAK, berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan baik dalam program

pendidikan, penelitian, pelayanan kesehatan, dan pengabdian masyarskat yang akan
dilaksanakan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada ;
PIHAK FERTAMA, secara periodik menugaskan dosen pembimbing wvang
bertanggungjawab membimbing mahasiswa yang berada di bawah kewenangan PIHAK
PERTAMA di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan PIHAK KEDUA;
Tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh dosen yang ditugaskan oleh PIHAK
PERTAMA di PIHAK KEDUA berada di kewenangan PARA PIHAK sesuai
ketentuan hukum;
Kegiatan Penelitian oleh mahasiwa dan/atau dosen yang bertugas di PIHAK KEDUA
berada pada tanggung jawab PARA PIHAK,
Tanggung jawab pengabdian masyarakat di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada dalam
rangka pendidikan dan penelitian berada pada PARA PIHAK;
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(10) PARA PIHAK bersepakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan dengan memanfiatkan sumber daya, sarana, dan prasarana yang ada
di PARA PIHAK;

(11) Mahasiswa yang menjalani pendidikan di Klinik Utama Rawat Inap Idaf Hus:B:d&
mendapat SUPERVISI dari Supervisor masing-masing Kepala Unit / Kepala Instalasi.;

(12) PARA PIHAK memperhatikan dan mengupayakan jumlah kasus schingga target dapat

ipenuhi; 1

(13) glfﬂﬂﬁﬁ KEDUA menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap
tahapan kepaniteraan klinik dan program yang dapat dilakukan pendidikan, penelitian,
dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; _

(14) PIHAK KEDUA melakukan pengaturan dan pembinasn dosen, baik di bidang
pendidikan, penelitian maupun di bidang pelayanan Kesehatan.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dialam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK mempunyai hak
dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 10
HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Berhak melaksanakan pendidikan bagi mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan
pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA,;

b. Berhak memanfaatkan sarana-prasarana dan fasilitas lain vang dibutuhkan untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
proses pendidikan di PIHAK KEDUA;

¢. Berhak menetapkan Dosen dari PIHAK PERTAMA untuk ditugaskan di PIHAK
KEDUA untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK KEDUA.

d. Berhak mengirimkan seluruh mahasiswa program profesi dokter pada PIHAK KEDUA
guna mengikuti program Clerkshipipra klinik sebelum melakukan pendidikan profesi
dokter;

¢. Berhak mendapatkan pemenuhan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang
kedokteran oleh PIHAK KEDUA;

f. Berhak mendapatkan laporan penyelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di
bidang kedokteran dari PIHAK KEDUA;

g. Berhak mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan
dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/dokter pendidik klinis se i un
jawab pelayanan dari PIHAK KEDUA; P ek
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h.

Berhak mendapatkan dosen/dokter pendidik klinis yang kompeten schagai penanggung

Jjawab pelayanan kesehatan dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari PIHAK

KEDUA.

Pasal 11
KEWAIJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kewsjiban sebagai berikut

.

b,

Bersama PARA PIHAK membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan dan
penelitian di bidang kedokteran yang berlaku;
Memberikan bantuan berupa sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatan
pelayanan, pendidikan, dan penelitian kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Memberikan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir a digunakan untuk

peningkatan kompetensi mahasiswa:

Menetapkan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan aturan yang berlaku;
Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, menetapkan persyaratan, cara, dan metode
penilaian pendidikan untuk mahasiswa;

Membayar biaya pendidikan profesi dokter kepada PTHAK KEDUA vang besaran dan
tatacaranya ditentuksn berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan (Unir cosr)
PIHAK PERTAMA serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;

Bersama PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang
kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesual dengan ketentuan
yvang berlaku;

. Memberikan rekomendasi dalam penganghksatan dosen dan atau dokter pendidik klinis di

PTHAK KEDUA;

Bersama PIHAK KEDUA memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen
dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologl kedokteran;

Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kinefja dosen dan atau dokter
pendidik klinis di PIHAK KEDUA;

. Mengikutsertakan mahasiswa dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan

Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan selama jangka waktu menjalankan
pendidikan klinis di PIHAK KEDUA.

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai hak-hak sebagai
berikut :
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jumlah mahasiswa dan alokasi wakiu sesuai dengan rasio jumlah dosen dengan
mahasiswa;

PIHAK KEDUA berhak menerima kontribusi dana pendidikan, sumber daya manusia,
peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari PITHAK PERTAMA dan/atau
pihak lain, sesuai ketentuan Rektor dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir b digunakan untuk peninghkatan
kompetensi Mahasiswa.

Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kedokteran yang
dibuat dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;

Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari PIHAK PIHAK PERTAMA terhadap
Laporan dan evaluasi Penvelenggaraan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang
kedokteran vang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA;

Mendapatkan saran dan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka melakukan
perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidiken dan penelitian sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan oleh PARA PIHAK;

Mendapatikan pembayaran biaya Pendidikan Profesi Dokter dari FIHAK PERTAMA
yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan
(Liwir cost) dari PIHAK PERTAMA serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungen pendanaan serfa bantuan hukum
dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dari PIHAK PERTAMA;
Mendapatkan rekomendasi dalam penpangkatan dosen dan atau dokter pendidik klinis dari
PIHAK PERTAMA;

Mendapatkan pembinasn dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan,
penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari PIHAK PERTAMA,;

Paszal 13
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai kewajiban sebagai
berikut :

a.

Menyediakan sarana prasarana, fasilitas peralatan pendidikan untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PIHAK KEDUA:

b. Mengelola para mahasiswa yang menjalankan pendidikan di PIHAK KEDUA:

c. Bersama PIHAK PERTAMA membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan
dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi PIHAK KEDUA:

d. Bersama dengan PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter
pendidik khinis di PIHAK KEDUA;

e. Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian di bidang kedokteran yang
ditetapkan oleh PARA PIHAK;

f.  Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan
penelitian di bidang kedokteran kepada PIHAK PERTAMA;
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B Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan
rekomendasi dari PTHAK PERTAMA;

h.  Melaksanakan pembelajaran kedokteran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan,

_ bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen dan atau dokter pendidik klinis;

1. Menyediakan dosen dan atau dokter pendidik klinis yang berkompeten sebagai

~ Ppenanggung jawab pembelajaran klinik kepada mahasiswa;

J.  Bersama PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang
kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan
vang berlaku;

k. Memberikan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

(1) Pendanaan untuk penyelenggaraan pendidikan di PIHAK KEDUA menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan anggaran dalam
RBA/DPA masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;

(2) PIHAK PERTAMA membayar bizya Pendidikan Profesi Dokter kepada PIHAK
KEDUA yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya
il:;::ﬂkﬂn (Unit cost) PIHAK PERTAMA scrta kesepakatan dan ketentuan yang

(3) PIHAK PERTAMA memberi bantuan pembiayaan guna keperluan den pelaksansan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA yang
diatur bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesusi dengan
kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;

(4) Semua kegiatan administrasi dan kevangan yang ada hubungannya dengan program
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat distur bersama-sama antara
PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan
yang berlaku.

BAB IX
PENELITIAN

Pasal 15

(1) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen harus memperhatikan etika
penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundeng-undangan vang berlaku;
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(2)  Kegiatan penelitian yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas PIHAK
KEDUA, harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA serta wajib
dilaparkan/dipertanggungjawabkan kepada PARA PIHAK:

(3)  Setiap kegiatan penelitian yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA.
harus melibatkan pembimbing klinis PIHAK KEDUA:

(%) Pendanaan dan pelaksanaan kegiaten penelitian yang dilakukan oleh PTHAK KEDUA

dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dari PIHAK
KEDUA.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

(1) PARA PIHAK dengan dilandasi semangat dan tekad bersama untuk saling membantu
salu sama lain, guna peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat di lingkungan masing-masing, maka sepakat untuk saling
memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK:

() Dosen/Dokter Pendidik Klinis adalah Dokter Rumah Sakit di PIHAK KEDUA yang
berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokter spesialis
dan/atan dokter subspesialis dan berpengalaman praktek di bidangnya untuk
melaksanakan Pendidikan Klinis di Rumah Sakit PIHAK KEDUA:

(3) Tenaga Kependidiken adalsh staf administrasi dari PIHAK PERTAMA yang
ditugaskan untuk membeantu:

(4)  Status kepegawaian bagi tenaga PIHAK PERTAMA vang diperbantukan kepada
PIHAK KEDUA secars administrasi tetap berada di bawah kendali PIHAK
PERTAMA;

(5)  Tenaga pembimbing klinik di PIHAK KEDUA secara administratif kepegawaian tetap
berada di bawsh kendali PIHAK KEDUA:

(6) Tenaga dari PIHAK KEDUA vang ditugaskan kepada PIHAK PERTAMA sebagal
pendidik memperoleh kesejahteraan dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan yang
berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA,;

(7} Penambahan tugas kepada tenaga yang diperbantukan selain sebagai tenaga fungsional
pendidikan di PIHAK KEDUA atau pendidikan di PIHAK PERTAMA harus
mendapat persetujuan dari PARA PTHAK,

(8)  pelaksanaan tugas administrasi pendidikan klinis di PIHAK KEDUA;

(%)  Taia cara penugasan stef administrasi dalam penyelenggargan pendidikan klinds di
PIHAK KEDUA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 17

(1) Mekanisme Penetapan Dosen/Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud Pasal 16
ayal (1) ditentukan sebagai berikut:
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(2) P_IHAH KEDUA, mengusulkan dokfer-dokter yang memenuhi persyaratan umtuk
ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada PIHAK PERTAMA,

(3)  PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi terhadap pengusulan PTHAK KEDUA
untuk selanjutnya diajukan ke Institut Teknologi Sepuluh Nopember guna ditetapkan
sebagai Dokter Pendidik Klinis di PIHAK KEDUA,

(4)  Rektor ITS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Bissa dalam
tugasnya sebagai Dosen/Dokter Pendidik Klinis di PIHAK KEDUA;

(3} Berdasarkan Surat Keputusan Rektor sehagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA
menugaskan dosen dimaksud untuk melaksanakan tugas pembelajaran klinik;

BAB X1
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 18

(1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pendidikan berjalan
secara efektif dan efisien diantara PARA PIHAK perlu dibentuk Komite Koordinasi
Pendidikan;

(2)  Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh
pimpinan/direktur PTHAK KEDUA dengan melibatkan PIHAK PERTAMA;

(3)  Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit
fungsional yang berkedudukan di lingkungan PIHAK KEDUA,

(4)  Salah satu personil Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditugaskan menjadi bagian dari Komite Koordinasi Pendidikan di PIHAK PERTAMA.

BAB XII
KERJASAMA DENGAN PTHAK PERTAMA

Pasal 19

FARA PIHAK berkewajiban mengembangken kerjasama dengan pelaku industri bidang
ires:-:hata:n dan pihak lain yang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat sesuai perundang-undangan vang berlaku,

BAB XIII
JANGKA WAKTU

Pasal 20

(1) PERJANJIAN KERJASAMA ini berlaku untuk jangka wakiu § (lima) tahun dan
berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 12 Desember 2027 dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat
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perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai
kesepakatan PERTAMA belah pihak.

(2) PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dievaluasi denpan menghormati dan
glﬂ!;gindahkﬂn peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing

AK.

(3) PERJANIIAN KERJASAMA ini dinyatakan putus pada berakhimya jangka waktu
kerjasama, kecuali jika dilakukan perpanjangan waktn sesual dengan kesepakatan
PARA PIHAK,

(4)  Pengakhiran PERJANJIAN KERJASAMA dengan alasan apapun tidak membebaskan
para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.

{3) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dapat diperpanjang sesuai kescpakatan PARA
PTHAK, jika dipandang saling memberi manfaat satu sama lain.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 21

PARA PIHAK bersama-sama berkewnjiban dan bertanggung jawab secara tanggung-
renteng terhadap gugatan perdata akibat dari sepala kelalaian, kesalahan, ataupun kealpaan
vang memmbulkan kerugian materiil dan immaterial terhadap penggunaan jasa yvang dilakukan
karena proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PIHAK KEDUA,

BAB XV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 22

{1} Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force Mafenre) sehingga salah satu plhak
mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sctuju
untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.

(2) Pengertian Force Majeure yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak
terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris
atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai,
banjir, dan atan perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu
kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh PARA
PIHAK.

(3) Dalam hal tefjadi Force Majewre, PARA PIHAK setuju bahwa pihak vang terkena
Force Majeure tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang
tidak terkena Force Mafeure atau sebaliknya.

(4) Kelalaian atau keterlambatan salah sato pihak untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan Force Mafeure tidak
dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini,
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(5}

(1)

(2)

dtngan ketentuan pihak mengalami Force Mafeure tersebut telah melaksanakan usaha
sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi
syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.

Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena Force
Majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu
14 hﬂﬂ (empat belas) terjadinya Force Majeure tersebut, dan semaksimal mungkin
sepanjang hal tersebut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk
menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut,

BABR XVI
KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 23

Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangks proses pendidikan mahasiswa
PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA dilakukan melalui Komite Koordinasi
Pendidikan.

Kﬂlurdinas:i terhadap pelaksanaan kerjasama yanp dimaksud pada ayat (1) tersebut

meliputi;

a. administrasi proses pendidikan:

b. perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan;

c. perencanasn kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pendidikan;

d. sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaran fungsi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangks pendidikan;

e. fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan
penyedia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pendidikan mahagiswa
PIHAK PERTAMA untuk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum PIHAK
PERTAMA:

f. supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Dosen atas seluruh proses
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat vang dilakukan di PIHAK
KEDUA, termasuk yang dilakukan Rumah Sakit/wahana jejaring yang lain, dan atan
vang terkait dengan sistem rujukan;

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggarasn proses pendidikan mahasiswa di PIHAK
KEDUA;

h. laporan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan PARA PIHAK,

sistern informasi terpadu sebagaimena dimaksud pada butir d merupakan wadah dan

sarana komunikasi aktif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA,

BAB XVII
ASPEK MEDIKOLEGAL
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(1)

(2)

(1)
2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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Pasal 24

Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi dokter yang dilakukan
oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab
direktur PIHAK KEDUA;

Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka PIHAK PERTAMA wajib memberi bantuan hukum pada PIHAK KEDUA,

BAB XVIII
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 25

Masing—masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap
telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;

Usulan pemutusan atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini, sesuai pasal 20 ayat
(1) diatas akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan
pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak vang mengusulkan kepada pihak
lainmya melalui surat tercatat:

Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhimya waktu kerjasama, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban—beban yang mungkin timbul
akibat pemutusan perjanjian kerjasama ini.

BAB XIX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

Segala perselisihan atan perbedsan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam
implementasi‘pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, akan diselesalkan secara
musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam
perjanjian kerjasama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarsh dan mufakat
dalam wakm 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya tersebut oleh salah satu PIHAK
dari pihak lainnys, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan PARA
PIHAK.

Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267
Kitab Undang — Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan
pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara
sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan memberitahukan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu;
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(4)

(1)

(2)

(3)
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Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana pada ayat (2) tidak tercapai maka PARA
PIHAK memilih penyelessian pada Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB XX
ALAMAT KORESPONDENSI

Pasal 27

Setiap pemberitahuan yang dipertukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada
pihak vang lain dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan dianggap telah
diserahkan apebila tanda penerimasn vang sah dari pihak yang menerima
pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : Dckan
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
Kampus ITS, Jl. Arif Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo,
Kota Surabava 60111
Telp. (031) 5994251-54, 5947274, 5945472
Fax. (D31) 5923465, 5047845
E-mail: imam susilofi@its.ac id

PIHAK KEDUA : Direktur PT IDAF ABDI MULILA
Penanggung Jawab
Klinik Utama Rawat Inap Idaf Husada Kota Surabaya
J1. Wisata Bukit Mas 2 Blok RF No. 11 & F 10, Lidah Wetan,
Lakar Santri, Kota Surabaya, Jawa Timur 60213
Telp. (031) 994234-09
E-mail: idafhusad:

Apabile salah satu PIHAK hendak pindah alamat, maka wajib memberitahukan secars
tertulis kepada PIHAK lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sebelum pindah alamat.

Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka
korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman
ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi vang dimaksud pada
ayat (1).

BAB XXI1
PENUTUP

Pasal 28
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Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam
perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini.

Pasal 29

(1) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangani di Surabaya pada hari,
tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana discbutkan pada awal PERJANJIAN KERJA
SAMA ini,

(2) Dengan ditandatanganinya PERJANJIAN KERJA SAMA ini, maka PERJANJIAN
KERJA SAMA lain yang telah dibuat oleh PARA PIHAK yang secara substantif
mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

{3) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, akan diatur dalam
perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan satu KEDU Aan yang tidak terpisahkan
dengan PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

(4) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cubup yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA.

(3) Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang
belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan
mufakat oleh PARA PIHAK.

18
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PTHAK PERTAMA
Dekan
Fah:.ul!as Kedokteran dan Keschatan
Institut Teknologi Sepulubh Nopember

L Py =

Dr. dr. Imam Susilo, $p.PA(K)., FISCM., MIAP,
NIP. 196508101997021001

PERJAMITAN KERJASAMA THSTITUT TEKNOLOGE SEPULUN MOPEMBER SURABAYA

DENGAN KLINIK UTAMA RAWAT IMAP TOAF HUSAD
KOTA SURABAYA
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PERJANJIAN KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGE SEPULUH NOPEMEBER (ITS)
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA JEJARING RUMAH SAKIT (UTAMA)

Nomor - 2469/PRS/ITS2022
Nomor- 445/83/417.805 2 3/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling
menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tingg dan pembangunan kesehatan
bangsa, pada hari Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dea nbu dua puluh dua (12-
12-2022) bertempat di Institut Teknologi Sepuluh Mopember, masing-masing vang bertanda
tangan di bawah imi:

1. Prof. Dr, Ir. Adi Soeprijanto, MT.
Selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Surabaya veng diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknolog
Sepuluh Nopember Nomor 2032/T2ZHE.00.01/201% Tahun 2019 tanggal 10 Jum 2019,
yang selanjutnya disingkat WR-1 ITS dan karena jabatannyva bertindak untuk dan atas nama
Institut Teknologi Sepulub Nopember.

selamuinya disebut PIHAK PERTAMA,

2. dr. Sulaiman Rosyid, M.M.Kes,
Selaku Direktur Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo keta Mojokerio yang diangkat
berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor: 188 45/178/417.101.3/2022 tanggal

04 Apnl 2022 tentang Pengangkatan Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daemh Dr.
Wahidin Sudire Husodo Kota Mojokerto vang berasal dari tenaga profesional, selanjutnya
disingkat RS1ID dr Wahidin Sudiro Husodo, vang berkedudukan di J1. Raya Surodinawan
No 170, Mergelo, Surodinawan, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Jawa Timur, dan
karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.

selanjuinys disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Selanjutnyva PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sccara bersama-sama disebut dengan
FARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanpan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan
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Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakm pada Jejaring Rumah Sakit
Pendidikan Utama di PIHAK KEDUA (selanjutnva disebut Perjanjian Kerja Sama) dengan
ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Pasal berikut ini:

BARI
DEFINISI

Pasal 1

Dalam rangka pemahaman dan pengertian yang sama di antira PARA PIHAK terhadap
berbagai istilah vang dipergunakan dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini, dan supaya tidak
menimbulkan penafsiran yang berbeda satu sama lain, di bawah 1m dibenkan definisi atau
batasan atas beberapa istilah sebagai berikut:

fud

Perjanjian Kerjasama adalah kescpakatan vang dibuai oleh Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan Institwt Teknologi Sepuluh
Nopember. dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Penpgabdian kepada
Masyarakat

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu perguruan tingg
negeri badan hukum (PTNBH) yang terletak di Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS.
Misi dari ITS adalah membertkan kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan manajemen yang berbasis teknolog informas: dan komumbkas:,

Rumah Sakit Umam Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah
Rumah Sakit Umum Daerah yang ditetapkan sebagsi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B
SeSUAl Keputusan Menteri kesehatan Republik [ndonesia MNomor
HK.01 07 MENKES/6%2/2018,

Rektor ITS adalah pimpinan teringg di 1TS.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WR-1) ITS adalah wakil rekior
ITS dalam idang akademik dan kemahasiswaan

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husodo adalah jabatan
tertinggl &i RSUD dr. Wahsdin Sudiro Husodo yang berfungsi sebagai penanggung jawab
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan RSUD dr. Wahidin Sudiro
Husodo

Wakil-Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerab dr. Wahidin Sudire Husodo
adalah jabatan struktural vang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai
dengan bidang masing-masing dan beranggung jawab kepada Direkiur,

Pendidikan adalah proses pembelajaran {Teori dan Praktek) mahasiswa Program Studi
Sanana Kedokteran dengan menggunakan fasilitas tenaga pengajar dan laboratorium atau
fasititas lainnya di RSUD dr. Wahidim Sudire Husodo.

Penelitian adalah investigas: vang sistematis, terkontrol, empiris, dan kntis mengenai
suatu fenomena vang memadi perhatian dalam pengamibnlan keputusan di bidang
kedokteran
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13.

14

Pengahdian kepada Masyvarakat adalah kepiatan cnvitoy academcn vang memanfaatkan
limu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa

Mahasiswa adalah peserta didik vang tercatat dan melakukan perkubahan di ITS vang
menjalankan pendidikan di rumah sakit pendidikan.

Dosen adalah pendidik profesional vang bertanpgung-jawab membenkan pembelajaran
dan bimbingan kepada mahasiswa sesuai dengan silabus mata kuliah.

Laboratorium adalah sarana perkulmban dan praktikum mabasiswa dalam bentuk
fasilitas ruangan, bahan, modul, dan peralatan penunjang,

Kurikolum adalab suatu perangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi dan bahan
pembelajaran serta cara vang digunekan sebagai suatu pedoman dalam penvelenggaraan
kegiatan pendidikan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan,

BAR 11
DASAR HURUM

Pasal 2

Yang menjach dasar hukum dalam pelaksanaaan PERJANJIAN KERJA SAMA mi adalah:

L.
2
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Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1545
Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tehun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonmesia Tahun 2003 Momor 47, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang — Undang MNegara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan MNasional (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4301 )

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praknk
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomaor 14 ahun 2005 wemang Guru dan Dosen,
Undang - Undang Negara Repubhik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
{ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5063 ),

Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5072,

Lindang - Undang Nepara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tingg (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5336,
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10 Undang-Undang Rpeublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang  Pendidikan
Kedokieran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

Il Undang-Undang Republik Indonesia Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55849,

12, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 3637);

I3, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil); Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Masional
{Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lemharan
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana vang telah diubah dengan
Peraturan Femerintah Nomor 32 Tahun 2013 { Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

15, Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 37 whun 2009 tentang Dosen ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomaor 76, tarbahan Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Nomor $0070),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahin
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5723}

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 temang Rumah Sakit
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $777) -

I8, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Bidang
Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639,

19, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi
Pegawai Negen Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinik:

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512MENKES/PER/IV/2007 tentang lzin Prakuk
dan Pelaksanaan Prakuk Kedokteran;

21 Peruturan Menten Keschatan Nomor 147/ MENKES/PER/12010 tentang Perizinan Rumah
Sakat;

22, Peraturan Menien Keschatan Nomor 340/MENKES/PER/LIL2010 lentang Klasifikasi
Rumah Sakit

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17/2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang
Klasifikasi dan Penzinan Rumah Sakit

25, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor |333/MENKES/SK/ XI1/1999 tentang  Standar
Pelavanan Rumah Sakit,
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26, Keputusan Menteri Keschatan Nomor 1069 MENKES/SK/X12008 tentang Pedoman
Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;

17, Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02 02/MENKES/390/2014 tentang Rumah Sakit
Rujukan Nasional,

28, Keputusan Rektor ITS Nomor 20320T2/HK 00012019 Tahun 2019 tanggal 10 Juni
tentang Pengangkatan Wakil Rekior | Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya;

29. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepulub Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Peraturan  Akademik  Uniuk  Progam  Pendidikan Akademik ITS Tahun 2019
sebagmmana tclah diubah terakhir dengan perubahan PERTAMA dalam Peraturan Rektor
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 15 Tahun 2021;

3. Keputusan  Rektor  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember  Nomor
BO9/ITLT/HK, 00.01/2022 pada tanggal 09 Juni 2022 terkait Pembukaan Program Studi
Teknologi Kedokteran,

31 Perwali No. 102 Tahun 2019 tentang Pola tata kelola BLUD pada RSUD dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota Mojokerto Sebagaimana telah diubah dengan Perwali No. 72 Tahun
2020 Tentang Ferubahan atas Peraturan Walikota Mojokerto No. 102 Tahun 2019 Tentang
pola tata kelola BLUD pada RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;

32, Perwali No.71 Tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kelola RSUD dr. Walidin Sudire Husedo Kota Mojokerto;

BABRIN
ASAS

Pasal 3

Asas yang menjadi prinsip atau dasar pelaksanaan PERJANJIAN KERJA SAMA ini adalah
asas kesetarman, asas iktikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan dan asas kemanfaatan, asas
co-cksistensi, dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-undangan

BAR IV
TUJUAN

PFasal 4

Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk:
I menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan menjamin terselenggaranya Tri Dharma
Pergurzan Tinggi yang meliputi pendidikan, penclitian, dan pengabdian masyarakat
vang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
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membenkan perlindungan dan kepastian hukum bag) pasien, mahasiswa, dosen, subjek

penelitian bidang kedokteran, keperawatan dan kebidanan serta kesehatan lain, penelity,

penvelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan; dan

3 mengoptimalkan pendavagunaan sumber dava vang dimiliki PARA PIHAK secara
lerencana, terpadu, sistematis, efekul dan efisien, guna pencapalan tujuan masing-
masmg PIHAK.

4. meningkatkan standansasi penyclenggaraan pelayanan, pendidikan dan penefitian

FARA PIHAK

BAB Y
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Perjanjian Kerasams para pihak dibuat ontok melingkup kegatan & dang‘program
pendidikan, penelivan, pelayanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan di PIHAK KEDUA,

Pasal 6
PENDIDIKAN

Pendidikan yang dimaksud pada Pasal 5 adalah pelaksanaan kegatan perkuliahan, praktikum,
magang, internship, pembimbingan dalam tugas kuliah atau pembimbingan dalam Tugas Akhir
mahasiswa yvang pada scbagian pertemuan diselenggarakon dan bertempat di PIHAK
KEDUA.

Pasal 7
PENELITIAN

Penelitan vang dimaksud pada Pasal 5 meliputi kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian
bersama antara dosen di lingkungan RSUD dr, Wahidin Sudiro Husodo dengan mahasiswa
atau Dosen dari PIHAK PERTAMA, co-authorship dalam publikasi ilmiah, atau kerjasama
penehitian fainnva di antara PARA PIHAK

Paxal 8
PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian masyarakat vang dimaksud pada Pasal 5 adalah kegiatan memanfaatikan stau
menerapkan [Imu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang Kedokteran dan Kesehatan,
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BAB VI
TANGGUNG JAWAR BERSAMA

Pasal @

PARA PIHAK mempunyar tangpung jawab bersama untuk mengarahkan Pepanjian
Kena Sama untuk meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat;

Tanggung jawab bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini Juga meliputi:

a. Melakukan perencanaan pembelajaran klimk kepada mahasiswa vang telah
disesuaikan dengan pelavanan bidang kedokteran;

b. Secars bersama-sama menyusun target pembelajaran;

€. Melakukan kegiatan pembelajaran secara terstuktur dan berimbang;

d. Bekerjasama dalam menvediakan sarana, prasarana, dan dukungan untuk
pendidikan, penelitian, pelavanan Kesehatan, dan pengabdian kepada masvarakat
sesu ketentuan perundang-undangan;

e Secara bersama-sama menetapkan sistem penyelenggaraan pendidikan terutama
tentang penghargaan dan sanksi bagi semua PIHAK vang terlibat (staf
medik/dosen'pendidik, stal nonmedis, dan mahasiswa), maupun batasan
kewenangan prosedur medis yang dapat dilakukan oleh mahasiswa;

f Melakukan evaluasi pembelajaran klinik secara jelas dan objekuif:

g Moelakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pendidikan dalam rangka
penyempurnaan dan perbaikan sistem pendidikan klinik;

Setiap program pendidikan vang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA di PIHAK

KEDU A, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan PARA PIHAK:

Setiap kegiatan pendidikan vang dilakukan PARA PIHAK di lingkungan PIHAK
KEDUA, harus sesuai dengan kurikulum pendidikan yvang disusun oleh PARA PIHAK
dan kebijakan di RSUD dr. Wahidin Sudire Husodo,

FARA PIHAK, berkoordinasi menentukan jadwal kegiatan baik dalam program
pendidikan, penelitian, pelayanan keschatan, dan pengabdian masyarakat yang akan
dilaksanakan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo,

PIHAK PERTAMA, sccara penodik menugaskan dosen pembimbing vang
bertanggungjawab membimbing mahasiswa yang berada di bawah kewenangan PIHAK
PERTAMA di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husedo dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan PIHAK KEDUA;

Tanggung jawab pendidikan yang diberikan oleh dosen vang ditugaskan oleh PIHAK
PERTAMA di PIHAK KEDUA berada di kewenangan PARA PIHAK sesuai
ketentuan hukum!

kegaian Penelitian oleh mahasiwa danjatau dosen vang bertugas di PIHAK KEDUA
berada pada tanggung jawab PARA PIHAK:

Tanggung jawab pengabdian masyvarakat di RSUD dr. Wahidin Sudire Husodo dalam
rangka pendidikan dan penelitian berada pada PARA PIHAK,

PARA PIHAK berscpakat untuk saling memberikan informasi ilmu pengetahuan dan
teknolog kesehatan dengan memanfaatkan sumber dava, sarana, dan prasarana yang ada
di PARA PIHAK;
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(11} Mahasiswa yang menjalam pendidikan di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo mendapat
SUPERVISI dan Supervisor masing-masing Kepala Unit / Kepala Instalasi |

(12} PARA PIHAK memperhatikan dan mengupavakan jumlah kasus sehingga target dapat
dipenuhi;

(13) PIHAK KEDUA menentukan persyaratan dan batas kuota mahasiswa pada setiap
tahapan kepaniteraan klimk dan program vang dapat dilakukan pendidikan, penclitian,
dan pelayanan bidang kedokteran sesuai dengan ketentuan vang berlaku,

(14) PIHAK KEDUA melakukan pengaturan dan pembinaan dosen, baik di hidanp
pendidikan, penelitian maupun di bidang pelavanan Kesehatan.

BAE VII
HAK DAN KEWAJIBAN FARA PIHAK

Dalam membuat dan melaksanskan Perjanjian Kerjasama, PARA PIHAK mempunvai hak
dan kewajiban yang sama sesuai dengan kedudukan masing-masing

Pasal 10
HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunvai hak-hak sebagai berikut

a Herhak melaksanakan pendidikan bagi mahasiswa agar bisa melakukan kegiatan
pendidikan di lingkungan PIHAK KEDUA,

b. Berhak memanfastkan sarana-prasarana dan fasilitas lain vang dibutubkan untuk
kepentingan pendidikan, penelinan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
proses pendidikan di PIHAK KEDUA,;

¢. Berhak menetapkan Dosen dan PIHAK PERTAMA untuk ditugaskan di PIHAK
KEDUA untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di
PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PIHAK KEDUA

d. Berhak menginmkan seluruh mahasiswa program profesi dokier pada PIHAK KEDUA
guna mengtkuti program ( ferkship/pra klinik sebelum melakukan pendidikan profesi
dokier,

¢. Berhak mendapatkan pemenuhan standar pelavanan, pendidikan dan penelitian di bidang
kedokieran oleh PIHAK KEDU A;

f  Berhak mendapatkan laporan penyelenggaraan pelayvanan, pendidikan dan penclinan di
bidang kedokieran dari PIHAK KEDUA;

g. Berhak mendapatkan pembelajaran klinik bagi mahasiswa melalui pelayanan, bimbingan
dan pengawasan yang dibenkan oleh dosen/dokter pendidik klings sebagai penanggung
jawab pelayanan dari PINAK KEDUA;

h. Berhak mendapatkan dosen/dokter pendidik klinis vang kompeten sebagai penanggung
Jawab pelayanan kesehaian dalam pembelajaran klinik kepada mahasiswa dari PIHAK

REDUA
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Pasal 11
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kewajiban sebagai berikur :

i,

b.

Bersama PARA PIHAK membuat dan menctapkan standar pelayanan, pendidikan dan
penelitian di bidang kedokteran vang berlaku:

Memberikan bantuan berupa sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan dalam kegiatun
pelavanan, pendidikan, dan penclitian kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan vang berlaku:

Memberikan bantuan pendanaan sebagaimana dimaksid pada butir a digunakan untuk
peningkatan kompetens: mahasiswa:

Menetapkan tingkat kompetensi mahasiswa berdasarkan aturan vang berlaku:
Bersama-sama dengan PIHAK KEDUA. menetapkan persyaratan, cam, dan metode
penilaian pendidikan untuk mahasiswa;

Membayar biava pendidikan profesi dokter kepada PIHAK KEDUA vang besaran dan
tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biava pendidikan ({imir cosr)
PIHAK PERTAMA serta kesepakatan dan ketentuan vang berlaku;

Bersama PIHAK KEDUA menyediokan fasilitas dan peralatan  pendidikan bidang
kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran sesuai dengan ketentuan
vany berlaku;

Memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen dan atau dokier pendidik klinis di
PIHAK KEDUA;

Bersama PIHAK KEDM A memberikan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen
dan atau dokter pendidik klinis secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologr kedokteran:

Bersama dengan PIHAK KEDUA melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter
pendidik klinis di PIHAK KEDUA,

Mengikutseriakan mahasiswa dalam program Jaminan Kecelakaan Kera (JKK) dan
laminan Kematian (JKM) BPRJS Ketenagakerjaan selama jangka wakiu menjalankan
pendidikan klinis di PIHAK KEDUA

Pasal 12
HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini mempunyai hak-hak sebaga
herikut

i.

b.

PIHAK KEDUA bersama-sama dengan PIMAK PERTAMA berhak menentukan
Jumiah mahasiswa dan alokasi wakiu sesual dengan rasio Jumliah dosen dengan
mahasiswa;

PIHAK KEDUA berhak menerima kontribusi dana pendidikan, sumber dava manusia,
peralatan, bantuan hukum, serta sarana dan prasarana dari PIHAK PERTAMA dan/stau
pihak lain, sesuai ketentuan Rektor dan peraturan perundang-undangan vang berlaku:
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Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir b digunakan untuk peningkatan
kompetens: Mahasiswa.

Mendapatkan standar pelayanan, pendidikan dan penelitan di bidang kedokteran yang
dibuat dan ditetapkan olech PIHAK PERTAMA

Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari PIHAK PERTAMA terhadap Laporan dan
evaluasi Penyelenggaman pelayanan, pendidikan dan penclitian di brdang kedokteran vang
telah dibuat oleh PIHAK KEDUA,

Mendapatkan saran dan rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dulam rangka melakukan
perbaikan dan peningkatan pelayanan, pendidikan dan peneliian sesuai dengan standar
yang telah ditctapkan oleh PARA PIHAK:

Mendapatkan pembayaran biava Pendidikan Profesi Dokter dari PIHAK PERTAMA
vang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya pendidikan
([ /nit cost) dari PIHAK PERTAMA serta kesepakatan dan ketentuan yang berlaku;
Mendapatkan bantuan sarana, prasarana, dan dukungan pendanaan serta bantuan hukum
dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian dan PIHAK PE RTAMA;
Mendapatkan rekomendas: dalam pengangkatan dosen dan atau dokter pendidik klims dari
PIHAK PERTAMA;

Mendapatkan pembinaan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan,
penelitian, pelayanan, serta keselamatan pasien / klien dari PTHAK PERTAMA,

Pasal 13
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN KERJA SAMA imi mempunyai kewajiban sebagai
benkut
a.  Menvedigkan sarana prasarana, fasilitas peralatan pendidikan untuk kepentingan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masvarakat di PIHAK KEDUA;
b. Mengelola para mahasiswa yang menjalankan pendidikan di PIHAK KEDUA,
¢. Bersama PIHAK PERTAMA membuat dan menetapkan standar pelayanan, pendidikan
dan penelitian di bidang kedokteran yang berlaku bagi PIHAK KEDUA,
d  Bersamadengan PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi kinerja dosen dan atau dokter
pendidik klims di PIHAK KEDUA;
e, Melaksanakan standar pelayanan, pendidikan, dan penelitian di lidang kedokteran yang
ditetapkan oleh PARA PIHAK,
f  Membuat laporan penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan, pendidikan dan
penelitian di bidang kedokteran kepada FIHAK PERTAMA
g Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesumi dengan saran dan
rekomendasi dari PIHAK PERTAMA;
h. Melaksanakan pembelgjaran kedokteran klinik bam mahasiswa melalw pelayanan,
bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen dan atau dokter pendidik klimis;
i, Menyediakan dosen dan atay dokter pendidik klinis vang berkompeten sebagai
penanggung jawab pembelmaran klimk kepada mahasiswa:
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Bersama PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan bidang
kedokteran sesuai dengan perkembangan teknologr kedokteran sesuai dengan ketentuan
vang berlaku;

Membenkan dukungan dalam melakukan penelitian bidang kedokteran.

EAB VIII
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan untuk penvelenggarnan pendidikan di PIHAK KEDUA menjadi tanggung
jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA scsuan dengan anggaran dalam
RBA/DPA masing-masing, serta sumber lan yang sah sesumi dengan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku;

PIHAK PERTAMA membavar biava Pendidikan Profesi Dokter kepada PIHAK
KEDUA yang besaran dan tatacaranya ditentukan berdasarkan perhitungan satuan biaya
pendidikan (D coxr) PIHAK PERTAMA seria kesepakatan dan ketentuan vang
berlaku,

PIHAK PERTAMA memberi baniuan pembiayaan guna keperluan dan pelaksanaan
pendidikan, penelinan, dan pengabdian masvarakat kepada PIHAK KEDUA yang
digtur bersama-sama FIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuar dengan
kesepakatan dan ketentuan yvang berlaku:

Semua kegiatan admimstras) dan keuangan yang ada hubungannya dengan program
pendidikan, penclitian, dan pengabdian kepada masvarakat diatur bersama-sama antara
PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA sesum dengan kesepakatan dan ketentuan
vang berlaku

BABIX
PENELITIAN

Pasal 15

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan‘atau dosen harus memperhatikan etika
penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaky,
Kegiatan penelitian yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas PIHAK
KEDUA, harus mendapatkan persetujuan dan PIHAK KEDUA serta wapb
dilaporkan/dipenanggungjawabken kepada PARA PIHAK,
Setiap kegiatan penelitan yang diselengpgarakan di lingkungan PIHAK KEDUA,
harus melibatkan pembimbing klinis PIHAK KEDUA;
Pendanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian vang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
dengan melibatkan mahasiswa profesi dokter menjadi tanggung jawab dan PIHAK
KEDUA
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BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 16

PARA PIHAK denpan dilandasi semangat dan tekad bersama untuk saling membantu
satu sama lain, guna peningkalan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masvarakat di lingkungan masing-masing, maka sepakat uniuk saling
memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK,

Dosen/Dokter Pendidik Klimis adalah Dokter Rumah Sakit di PIHAK KEDUA yang
berdasarkan jenjang pendidikan telah memiliki kualifikasi sebagai dokier spesialis
dan‘atau dokter subspesialis dan berpenpalaman praktek di bidangnya untuk
melaksanakan Pendidikan Khinis di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;

Tenaga Kependidikan adalah stal admimstrasi dan PIHAK PERTAMA yang
ditugaskan untuk membantu;

Status kepegawaan bagi tenaga PIHAK PERTAMA vang diperbantukan kepada
PIHAK KEDUA secara adminisirasi tetap berada di bawah kendali PIHAK
PERTAMA,

Tenaga pembimbing klinik di PIHAK KEDUA secara administranf kepegawaian letap
berada di bawah kendali PIHAK KEDUA|

Tenaga dari PIHAK KEDUA vang ditugaskan kepada PIHAK PERTAMA sebaga
pendidik memperoleh kesejahteraan dan PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan vang
berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA,

Penembahan tugas kepada tensga yang diperbantukan selain sebagai tenaga fungsional
pendidikan di PIHAK KEDUA wstau pendidikan di PIHAK PERTAMA harus
mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

pelaksanaan tugas adminisiras) pendidikan klims di PIHAK KEDUA;

Tata cara penugasan stal admimistrasi dalam penyelenggaraan pendidikan klims di
PIHAK KEDUA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 17

Mekamsme Penetapan Dosen/Dokter Penchdik Klims sebagaimana dimaksud Pasal 16
ayal (1) ditentukan sebagai benkut

PIHAK KEDUA, mengusulkan dokter-dokter vang memenuhi persvaratan uniuk
ditugaskan menjadi Dokter Pendidik Klinis kepada PIHAK PERTAMA,

PIHAK PERTAMA memberikan rekomendasi terhadap pengusulan PIHAK KEDUA
untuk selanjutnya diajukan ke Institwt Teknologs Sepuluh Nopember guna ditctapkan
sebagal Dokter Pendidik Klinis di PIHAK KEDUA

Rektor ITS menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dosen Luar Biasa dalam
tugasnya sebagal Dosen/Dokter Pendidik Klinis di PIHAK KEDUA,

Berdasarkan Surgt Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA
menugaskan dosen dimaksud urtuk melaksanakan tugas pembelajaran klinik,

12
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BAR XI
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

Pasal 18

{1y Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap selurub proses pendidikan benalan
secara efekuf dan efisien diantarn PARA PIHAK periu dibentuk Komite Koordinasi
Pendidikan;

{2}  Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dibentuk oleh
pimpinan; direkiur PIHAK KEDLUA dengan melibatkan PIHAK PERTAMA

(3}  Komite Koordinasi Pendidikan schagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit
fungsional vang berkedudukan di lingkungan PIHAK KEDUA.

(4)  Salah satu personil Komite Koordinasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditugaskan menjadi bagian dar Komite Koordinasi Pendidikan di PIHAK PERTAMA

BAB X
KERJASAMA DENGAN PIHAK PERTAMA

Pasal 19

PARA PIHAK berkewajiban mengembuangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang
kesehatan dan pihak lain vang terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat sesuni perundang-undangan vang berlaku.

BAR XIN
JANGKA WAKTU

Pasal 20

(17 PERJANJIAN KERJASAMA i berlaku untuk jangka waktu § (lima) tahun dan
berlaku efektif terhitung sejak mulai tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan
tanggal 12 Desember 2027 dan apabila dalam jangka wakw tersebut terdapat
perubahan dan atau hal lain di luar program kerjasama ini, akan diatur kemudian sesuai
kesepakatan para pihak

(2}  PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dievaluasi dengan menghormat dan
ﬂ:lll:gildﬂhkan peraturan perundang-undangan vang berlaku bagi masimg-masing

AK

(3) PERJANJIAN KERJASAMA im dinvatakan putus pada berakhirnya jangka wakiu
kerjasama, kecuali prka dilakukan perpanjangan wakiu sesuai dengan kesepakatan
FARA FIHAK.
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(4)

(5}

Pengakhiran PERJANJIAN KERJASAMA dengan alasan apapun tidak membebaskan
para pihak dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.

PERJANIIAN KERJA SAMA ini dapar diperpanjang sesuai kesepakatan PARA
PIHAK, jika dipandang saling memben manfaat sate sama lain,

BARB XIV
TANGGUNG JAWAR HUKUM

Pasal 21

PARA PIHAK bersama-sama berkewajiban dan bertanggung jawab secara tanggung-
renteng terhadap pugatan perdata akibat dan segala kelalasan, kesalahan, ataupun kealpaan
vang menimbulkan kerugian materiil dan immatenal terhadap penggunaan jasa vang dilakukan
karena proses pendidikan, penclitian, dan pengabdian kepada masyarakat di PIHAK KEDUA.

(3)

(4)

(5)
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BAB XV
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 22

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga salah satu pihak
mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanyian im, maka PARA PIHAK sciuju
uniuk bersama-sama mencan jalan keluar sehaik-baiknya.

Pengertian Force Magewre vang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak
terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh terons
atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai,
banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesualu
kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan ndak dapat diatasi oleh PARA
PIHAK

Dalam hal terjadi  Force Majenre, PARA PIHAK setwu bahwa pihak yang terkena
Forge Mogesre tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak vang
tidak terkena Force Majenre atau sebaliknya

Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban
berdasarkan perjanjion kerjasama ini yang semata-mata disebabkan Force Majewre hidak
dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan perjanjian kerjasama ini,
dengan ketentuan pihak mengalami Foree Magewre tersebut 1elah melaksanakan usaha
sebaik-baikmva untuk mengambil tindakan dalam kemampuannyva untuk memenuhi
syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama mi,

Kecuali apabila sifat dan kejadian itu tidak memungkinkan, mhak vang terkena Force
Mareure harus memberiiahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu
14 hari {empat belas) terjadinya Force Mageure tersebut, dan semaksimal mungkim
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sepanjang hal terscbut memungkinkan sah, untuk menggunakan segala upava untuk
menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAR XVI
RETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 23

Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama dalam rangka proses pendidikan mahasiswa
PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA dilakukan melalusi Komite Koordinasi
Pendidikan.

Koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada avat (1) tersebut

meliputi:

a admimsiras proses pendidikan

b. perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pendidikan sesuai kebutuhan:

¢ perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana vang diperlukan untuk pendidikan;

d. sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaran fungsi pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan:

¢ fasihtasi kepada seluruh Mahasiswa vang melaksanakan pendidikan, serta Dosen dan
penyedia yang melakukan brmbingan dan supervisi proses pendidikan mahasiswa
PIHAK PERTAMA unwk pencapaian kompetensi sesuai kurikulum PIHAK
PERTAMA,

f. supervisi dan koordinasi penilaian kinera terhadap Dosen atas selurub proses
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat vang dilakukan di PIHAK
REDUA, termasuk yvang dilakukan Rumah Sakitv'wahana jejaring vang lain, dan atay
vang terkari dengan sistern rujukan:

g pemantauan dan evaluasi penyvelenggaraan proses pendidikan mahasiswa di PIHAK
KEDUA,

h. laporan hasil kerja secara berkala kepada pimpinan PARA PIHAK:

1 sistem informast terpadu sebagaimana dimaksud pada butir d merupakan wadah dan
sarana komunikasi aknf antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

BAB XVII
ASPEK MEDIKOLEGAL

Pasal 24
Aspek medikolegal yang terjadi pada proses pendidikan profesi dokter vang dilakukan
oleh mahasiswa PIHAK PERTAMA di PIHAK KEDUA menjadi tangzung jawah
direktur FIHAK KEDLU A
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Apabila terjadi tuntutan akibat aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
maka PIHAK PERTAMA wajib memberi bantuan hukum pada PIHAK KEDUA,

BAB XVIII
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 25

Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap
telah tenadi kondisi yang merugkan salah satu pihak,

Usulan pemutusan atau pembatalan sural penanjan kegasama ini, sesual pasal 20 ayat
(1) diatas akan disampaitkan secara tertulis satu bulan sebelum pemutosan dan
pembatalan surat perjanjian kerjasama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak
lainnya melalul surat tercatat;

Jika terjadi pemutusan perjanjian im sebelum berakhimya waktu kegasama, maka
PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban—beban yang mungkin umbul
akibal pemutusan perjanjian kerjasama ini

BAB XIX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 26

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat vang timbul sebagai masalah dalam
implementasi/pelaksanaan  perjanjian  kerjasama ini, akan diselesakan secara
musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Bilamana perselisihan amara PARA PIHAK vang timbul sebagai masalah dalam
perjanjian kerjasama im thdak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
dalam wakto 30 (tiga puluh) han sejak diterimanya tersebut oleh salah saiu PIHAK
dari pthak lainnya, maka penvelesaannya akan dikembalikan kepada pimpinan PARA
PIHAK

Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan pasal 1267
Kitsb Undang — Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan
pemutusan perjanjian, sehingga pemutusan perjanjian ini cukup dilakukan secara
sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan membenitahukan secamm teriulis kepada
PIHAK KEDUA atau sebaliknya, tanpa perlu keputusan dari hakim terlebih dahulu;
Apabila penyelesaian sengketa sebagmimana pada ayat (2) tidak tercapai maks PARA
PIHAK memilih penvelespian pada Pengadilan Negeri Surabaya,

1o




(1)

BABR XX
ALAMAT KORESFONDENSI

Pazal 27

Setiap pemberitahuan yang diperfukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada
pihak vang lain dalam PERJANJIAN KERJA SAMA ini akan dianggap telah
diserahkan apabila tanda penerimaan vang sah dari pihak vang menenima
pemberitahuan itu, dan setiap pembentahuan wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA . Wakil Rektor |
Bidang Akademik & Kemahasiswaan
[nstitut Teknolog Sepuluh Nopember Surabaya
Kampus ITS, J1. Arif Rahman Hakim, Keputih, Kec. Sukolilo,
Kota Surabaya 60111
Telp. (031) 5994251-54, 5947274, 5945472
Fax. (031) 5923465, 5947845
E-mail: knsubdit kagiiis.ac d

PFIHAK KEDUA Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo
kota Majekerto
JI. Raya Surodinawan No. 170, Mergelo, Surodinawan, Kee
Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Jawa Timur 61328
Telp. (0321) 322194

Apabila salah satu PIHAK hendak pindah alamat, maka wayib membenitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lain dalam jangka waktu sclambat-lambatnya 7 (tujuh) han
kenja sebelum pindah alamat.

Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberiinhukan, maka
korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman
driujukan kepada masimg-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada
ayat (1),

BAB XXI1
PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal vang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam
perjanjian tambahan (addendum), yang merupakan bagian vang tdak terpisahkan dan

perjanjian imi.
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Pasal 29

(1) PERJANJIAN KERJA SAMA ini dibuat dan ditandatangam di Surabaya pada han,
tangpal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal PERJANJIAN KERJA
SAMA m

(2) Dengan ditandatangaminys PERJANIIAN KERJA SAMA ini, maka PERJANJIAN
KERJA SAMA lain vang telah dibuat oleh PARA PIHAK yang secara substantif
mengatur hal vang sama dinvatakan tidak berlaku lag.

{3) Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANIIAN KERIA SAMA ini, akan dutur dalam
perjanjian tambahan (addendim), vang merupakan satu kesatuan vang tdak terpisahkan
dengan PERJANJIAN KERJA SAMA ini.

{4) PERJANIIAN KERJA SAMA im dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-
masing mempunyal kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh PIHAK KEDUA dan
PIHAK PERTAMA,

(3) Apabila di kemudian han terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain vang
belum terdapat dalam surat perjanjian im maks akan diselesaikan secara musyawamh dan

mufakat oleh PARA PIHAKR

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Direktur
H-ll:lnng .-’i.luldrmll-i dan kemahasiswaan Rumah Sakit Umum Dacrah

dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto
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SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER (ITS)
DAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
TENTANG
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO

Nomor | 2365/ PKS/ITS/2022
Momor: 445/5KB/ 141 7. 8052 372022

Memmbang & Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudire Husodo Kota
Mojokerto sebagai lahan pendidikan dan penelitian, maka perlu
pembiayaan pendidikan khinik;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Pembiavaan Pendhdikan Klimk di Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Wahidin Sudiro Husode Kota Mojokerto
dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor T8);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktk

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 116, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia

Nomaor 4431 ),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 20U

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5044 ),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temang Pemenntahan
Daerah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
55%7) schagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5679},

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607},

6 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Momor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Badan Layanan
Umum Daerah;

T
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

7 KeputusanMenternn  Kesehatan  Republik  Indonesia  Momor:
1069 MENKES/SK/XI2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan
Standar Rumah Sakit Pendidikan;

8 Keputusan Konsil  Kedokteran Indonesia Nomaor
20KKIKEP/TX 2006 tentang Pengesahan Standar Profesi Dokter;

9. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomaor
NAKEVEEPRTX 2006 tentang Penpesahan Standor Kompetensi
Dokter.

MEMUTUSKAN !

Pembiayaan Pendidikan Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerio dengan Institui Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya.

Besaran Biava Pendidikan Klinik di Rumah Sakit Umum Daerah dr,
Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto bagi Dokter Muda
mahasiswa Institut  Teknologi Sepuluh  MNopember Surabaya
sehagaimana dimaksud diktum kesatu tertuang dalam lampiran
keputusan mi

Keputusan ini berlaku sejak tangeal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 12 - 12 - 2022

Wakil Rektor Direktur
RBidang Akademik dan Kemahasiswaan Rumah Sakit Umum Dacrah

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto




LAMPIRAN - Surat  Kepotusan  Bersama  Dhrektor
Rumah Sakit Umum Dacrah dr. Wahidin
Sudiro Husodo Kota Mojokerto dengan
Wakil Rektor bidang Akademik Institut
Teknologi Sepulubh Mopember Surabava
Nomor

MNomaor
Tanggaj: 12-12 22022

BIAYA PENDIDIKAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

KOTA MOJOKERTO
BAGI DOKTER MUDA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEFULUH NOPEMBER
SURABAYA
— .
. No Pendidikan Khimk DMMinggu/Biava
i
1 | KEPANITERAAN KLINIK Rp 375.000,00
Tahun 2022
Ditetapkan di - Surabaya
Pada tanggal © 12 - 12 - 2022

Wakil Rektor Direktur
el I ' Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto




